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ABSTRACT    

 

Calculation, payment, reporting, and recording of Value Added Tax (VAT) at PT. VP 

International Logistics Indonesia. VAT is an indirect tax on the consumption of Taxable 

Goods and/or Taxable Services within the customs area, as regulated in Law Number 8 of 

1983, most recently amended by Law Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of 

Tax Regulations (UU HPP). The method used was descriptive qualitative, with data 

collection techniques including observation, interviews, and documentation studies 

conducted during the March 2025 tax period. The results of the study indicate that the 

company has fulfilled its tax obligations in accordance with applicable regulations. This 

process includes issuing tax invoices with the appropriate object code, calculating VAT 

based on the replacement value or effective rate, making payments through the Billing 

System menu integrated with e-Billing, reporting Periodic Tax Returns through the Coretax 

application, and maintaining accounting records according to standards. This 

implementation reflects compliance with the self-assessment system adopted in the 

Indonesian taxation system and complies with the provisions of PER-14/PJ/2022 and PMK 

No. 58/PMK.03/2022. Therefore, the company has implemented tax administration in an 

orderly and accountable manner. 
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ABSTRAK   

 

Perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa 

pada PT. VP International Logistics Indonesia. PPN merupakan pajak tidak langsung atas 

konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean, 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 

(UU HPP). Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan 

data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang dilakukan pada masa pajak 

Maret 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah menjalankan kewajiban 

perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. Proses tersebut meliputi penerbitan faktur 

pajak dengan kode objek yang sesuai, perhitungan PPN berdasarkan nilai pengganti atau 

tarif efektif, penyetoran melalui menu Billing System yang terintegrasi dengan e Billing, 

pelaporan SPT Masa melalui aplikasi Coretax, serta pencatatan akuntansi sesuai standar. 

Pelaksanaan ini mencerminkan kepatuhan terhadap sistem self-assessment yang dianut 

dalam sistem perpajakan Indonesia dan mengikuti ketentuan PER-14/PJ/2022 dan PMK No. 
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58/PMK.03/2022. Dengan demikian, perusahaan telah menerapkan administrasi perpajakan 

secara tertib dan akuntabel.  

 

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Pencatatan. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat kepada negara 

berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung. Pajak menjadi sumber utama 

pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, dan 

berbagai program pemerintah. Oleh karena itu, kesadaran dan kepatuhan dalam membayar 

pajak sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan nasional.  

Selain sebagai sumber pendapatan, pajak juga berfungsi sebagai alat pengatur 

ekonomi. Pemerintah menggunakan pajak untuk mengendalikan inflasi, mendorong 

investasi, dan menciptakan pemerataan pendapatan. Jika dikelola dengan baik, pajak dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun jika tidak, justru dapat menjadi beban bagi 

pelaku usaha dan menurunkan daya saing.  

Salah satu jenis pajak yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha adalah Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009, PPN dikenakan atas 

konsumsi Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean. Dalam dunia 

usaha, termasuk jasa logistik seperti yang dilakukan oleh PT. VP International Logistic 

Indonesia, setiap transaksi jasa yang dikenakan PPN wajib dicatat dan dilaporkan melalui 

faktur pajak.  

Faktur pajak adalah bukti pungutan PPN dan dasar pengkreditan pajak masukan. 

Pengelolaan yang kurang tepat dapat menimbulkan sanksi dan kerugian bagi perusahaan. 

Untuk mendukung pelaporan, DJP menyediakan aplikasi Coretax Faktur. Namun, dalam 

praktiknya masih sering terjadi kendala seperti error sistem dan kesalahan input, yang 

menghambat kepatuhan pajak, terutama bagi perusahaan dengan transaksi tinggi seperti PT. 

VP International Logistic Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kajian terhadap 

pelaksanaan PPN dan penggunaan Coretax Faktur agar pelaporan pajak lebih efektif dan 

sesuai aturan. 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

Definisi Pajak  

Menurut Sotarduga Sihombing (2020), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

 

Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Jeni Susyanti & Ahmad Dahlan (2020:7),  

1. Self Assesment System  

Sistem ini digunakan dalam memungut pajak pusat/pajak negara. Arti dari sistem ini 

adalah wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, 

menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya (4M). Sistem ini tercermin 

dalam perhitungan PPh di akhir tahun. Keberhasilan sistem ini sangat tergantung dari 

kesadaran wajib pajak, kejelasaan UU, dan profesionalisme aparat (fiskus).  
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2. Official Assesment System  

Sistem ini masih digunakan dalam memungut pajak daerah. Dalam sistem ini, aparat 

pajak (fiskus) merupakan penentu besarnya pajak, sedangkan Wajib Pajak 

cenderung pasif. Keberhasilan sistem ini sangat tergantung pada keaktifan dan 

profesionalisme aparat (fiskus).  

3. Witholding System  

Sistem ini masih digunakan dalam pemungutan baik pajak pusat maupun pajak 

daerah. Dalam sistem ini, pemungutan dam penyetoran pajak oleh pemerintah 8 

(fiskus) dilakukan dengan cara menghitung besarnya pajak terutang wajib pajak. 

 

Pajak Pertambahan Nilai 

Menurut Yuningsih N. Christiani (2023) mengatakan: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

merupakan pajak tidak langsung, karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa 

antara pemikul beban pajak (destinataris pajak) dengan penanggung jawab atas 10 

pembayaran pajak ke Kas Negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak ini 

secara nyata berkedudukan sebagai Pembeli Barang Kena Pajak atau menerima Jasa Kena 

Pajak. 

 

Dasar Hukum PPN 

Dasar hukum pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 

serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang. Peraturan ini menetapkan bahwa PPN dikenakan atas setiap penyerahan Barang 

Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan 

oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar 

Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, dan pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di 

dalam Daerah Pabean. 

 

Tarif PPN 

Menurut Pasal 7 Undang-Undang HPP (UU No. 7 Tahun 2021):  

1. Tarif PPN adalah sebesar 11% yang mulai berlaku sejak 1 April 2022.  

2. Pemerintah dapat mengubah tarif PPN paling rendah 5% dan paling tinggi 15% 

dengan Peraturan Pemerintah.  

3. Ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP dikenai tarif 0% 

 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020, Dasar Pengenaan 

Pajak (DPP) adalah jumlah yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak yang 

terutang. DPP dapat berupa: 1. Harga Jual 2. Penggantian 3. Nilai Impor 4. Nilai Ekspor 5. 

Nilai lain yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak DPP merupakan elemen penting 

dalam perhitungan PPN karena menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib 

Pajak. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

PPN Keluaran  

PPN Keluaran merupakan pajak atas penyerahan BKP/JKP kepada pelanggan. Pada 

Masa Pajak Maret 2025, terdapat lebih dari 500 transaksi, namun karena jumlahnya yang 

banyak, data disajikan dalam bentuk ringkasan. 

 

 
 

 
 

Nilai PPN Keluaran sebesar Rp 335.580.939 diperoleh dari penjumlahan seluruh 

faktur pajak keluaran pada bulan Maret 2025 dengan menggunakan DPP nilai lain (nilai 

pengganti) sesuai ketentuan PMK No. 121/PMK.03/2015. 

 

PPN Masukan PPN  

Masukan merupakan pajak yang dibayar atas pembelian BKP/JKP yang berhubungan 

dengan kegiatan usaha. PPN Masukan terdiri dari dua kategori:  

a. PPN Masukan yang Dapat Dikreditkan  

Merupakan PPN atas pembelian barang/jasa yang secara langsung berkaitan dengan 

kegiatan usaha kena pajak dan memenuhi persyaratan pengkreditan sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan.  

Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) dan (9) UU PPN, serta didukung oleh sistem Coretax 

DJP, PPN Masukan dapat dikreditkan dengan ketentuan sebagai berikut:  

1) Masa Pajak yang Sama: PPN Masukan dikreditkan pada masa pajak yang sama 

dengan saat faktur pajak diterbitkan.  

2) Masa Pajak yang Berbeda: Jika tidak dapat dikreditkan pada masa pajak yang 

sama, PPN Masukan masih dapat dikreditkan paling lama tiga masa pajak 
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berikutnya, asalkan belum dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi. Berikut 

table data PPN Masukan yang dapat dikreditkan: 

 

 
 

 

 

 

b. PPN Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan  

Merupakan PPN atas pembelian yang tidak memenuhi syarat pengkreditan, seperti: 

1) Tidak terkait langsung dengan kegiatan usaha kena pajak. 

2) Melebihi batas waktu pengkreditan yang ditentukan. 

3) Tidak didukung dengan dokumen perpajakan yang lengkap dan sah. 

Berikut table data PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan: 
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PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan ini tidak boleh digunakan untuk 

mengurangi PPN Keluaran dan tidak dilaporkan dalam kolom pengkreditan pada SPT Masa 

PPN. 

 

Rekapitulasi Perhitungan PPN Masa Maret 2025  

Penentuan status Kurang Bayar (KB) atau Lebih Bayar (LB) dilakukan dengan 

membandingkan jumlah PPN Keluaran dengan PPN Masukan yang dapat dikreditkan pada 

Masa Pajak Maret 2025. 

 

 
 

Rincian:  

1. Total PPN Keluaran:  

Rp 335.580.939  

2. PPN Masukan yang Dapat Dikreditkan:  

Rp 28.463.694  

3. PPN Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan:  

Rp 1.713.855 (tidak diperhitungkan dalam pengurang).  

 

Perhitungan:  

PPN Terutang = PPN Keluaran – PPN Masukkan yang Dapat Dikreditkan  

 

Jadi,  

PPN Terutang = Rp. 335.580.939 – Rp. 28.463.694 = Rp. 307.117.245 (Kurang Bayar) 

 

Berdasarkan perhitungan di atas, PT. VP International Logistics Indonesia, mengalami 

PPN Kurang Bayar (KB) sebesar Rp 307.117.245 untuk Masa Pajak Maret 2025. Jumlah ini 

wajib disetor ke kas negara dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN, paling lambat tanggal 30 

April 2025 sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Setelah seluruh data faktur pajak dan 

perhitungan PPN untuk masa Maret 2025 dicek dan dipastikan benar, SPT Masa PPN dapat 

dikirim melalui sistem Coretax. Setelah SPT berhasil dikirim, kita akan menerima Bukti 

Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai tanda bahwa pelaporan telah diterima oleh DJP. 

Selain itu, kita juga dapat mengunduh dokumen SPT Masa Maret 2025 untuk disimpan 

sebagai arsip internal. Jika hasil pelaporan menunjukkan adanya PPN Kurang Bayar, maka 

kita perlu membuat kode billing dan segera melakukan pembayaran pajak paling lambat 

tanggal 30 April 2025 agar terhindar dari sanksi administrasi akibat keterlambatan. 
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Terlampir SPT PPN Masa Maret 2025 
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Pada Masa Pajak Maret 2025, PT. VP International Logistics Indonesia telah 

menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN melalui sistem Coretax DJP 

1. Penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak  

a. Total penyerahan yang dipungut sendiri: Rp. 7.541.555.654 

b. PPN Keluaran terutang atas penyerahan tersebut: Rp. 335.580.939 

2. Perolehan Barang/Jasa Kena Pajak 

a. Total perolehan yang dapat dikreditkan: Rp. 258.760.856  

b. PPN Masukan yang dapat dikreditkan: Rp. 28.463.694 

3. Hasil Penghitungan Karena PPN Keluaran (Rp. 335.580.939) lebih besar daripada 

PPN Masukan (Rp. 28.463.694), maka terdapat: PPN Kurang Bayar: Rp. 

307.117.245 

4. Status Pelaporan 

a. SPT disampaikan secara Normal (bukan pembetulan). 

b. Telah ditandatangani secara elektronik oleh Komisaris, atas nama PKP. 

c.  Tanggal pelaporan: 10 Mei 2025  

d. Jatuh tempo pembayaran: 30 April 2025 (namun pelaporan dilakukan setelah 

jatuh tempo) 

 

 

PENUTUP 

 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pelaksanaan Tugas Akhir yang berjudul “Perhitungan, Penyetoran, 

Pelaporan dan Pencatatan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Masa Maret 2025 Pada PT. 

VP International Logistics Indonesia” serta hasil observasi dan analisis selama proses 

pelaksanaan kegiatan, maka dapat disimpulkan hal hal berikut:  

1. Perhitungan PPN  

PT. VP International Logistics Indonesia melakukan perhitungan Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) dengan benar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Perusahaan menggunakan kode objek pajak 04 (DPP Nilai Lain) dan 05 (Tarif 

Efektif 1,1%) sesuai jenis jasa yang diberikan. Pada masa pajak Maret 2025, PPN 

Keluaran tercatat sebesar Rp. 335.580.939, dan PPN Masukan yang dapat 

dikreditkan sebesar Rp. 28.463.694. Maka, PPN Kurang Bayar sebesar Rp. 

307.117.245. 

2. Penyetoran PPN  

Setelah diketahui terdapat PPN Kurang Bayar, perusahaan membuat kode billing 

melalui sistem Coretax DJP dan menyetorkan pajak ke kas negara sebelum batas 

waktu yang ditentukan. Proses pembayaran dilakukan secara daring dan terhubung 

langsung ke sistem perpajakan. 

3. Pelaporan SPT Masa PPN  

PT. VP International Logistics Indonesia telah melaporkan SPT Masa PPN Maret 

2025 secara elektronik melalui sistem Coretax DJP. Pelaporan dilakukan sesuai 

jadwal dan telah mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai validasi 

bahwa SPT telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

4. Pencatatan Akuntansi PPN PPN Keluaran dan PPN Masukan dicatat secara 

akuntansi berdasarkan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku. Selisih PPN 

Keluaran dan Masukan (Kurang Bayar) juga dicatat dan dibayar sesuai prosedur 

yang ditetapkan. 



JURNAL LENTERA AKUNTANSI P-ISSN 2339-2991, E-ISSN 2745-6978 

Volume 10 Nomor 1, Mei 2025 DOI : 10.34127/jrakt.v10i1.1673 

 

158 

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses perhitungan, penyetoran, 

pelaporan, dan pencatatan PPN pada PT. VP International Logistics Indonesia telah 

berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. 
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